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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Penggunaan UAV sebagai alat militer Amerika Serikat menimbulkan 

problem yuridis yaitu,perubahan sikap kebijakan strategi keamanan nasional 

Amerika Serikat menghasilkan doktrin baru yang radikal terkait penggunaan 

kekerasan, dengan mengisi kekosongan keamanan, mengambil keuntungandan 

telah menimbulkan problem yuridis dalam hukum internasional karena jelas 

menurut Konvensi 1937 tentang pencegahan dan penghukuman terorisme secara 

konvensional memberlakukan yuridiksi pengadilan nasional bagi para teroris dan 

hanya berlaku asas “au dedere au punire” (menuntut dan menghukum) sehingga 

penggunaan UAV dalam kebijakan memerangi terorisme tidak dapat dibenarkan. 

Keabsahan persyaratan proporsionalitas dari Ius Ad Bellum, partisipasi CIA 

sebagai operator UAV dan kriteria penargetan dalam pelaksanaan targeted 

kiling,Serta dalam penggunaanya mengkibatkan ribuan korban jiwa penduduk 

sipil dan tidak dapat membedakan objek militer dan objek sipil serta keruskan 

lingkungan. Penggunaan UAV sebagai alat militer Amerika Serikat dalam 

memerangi terorisme diberbagai belahan dunia seperti Afganistan dan Pakistan 

merupakan pelanggaran terhadap ketentuan BasicRules, Konvensi Den Haag 1907 

Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dalam pasal 22 dan 23 (e) 

Kovensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap mereka yang menjadi 

korban perang serta Protokol Tambahan I 1977 pasal 35 dan 36 tentang cara-cara 

dan alat peperangan. 
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Proliferasi teknologi UAV menimbulkan problem yuridis terhadap 

kerangka hukum dalam Hukum Humaniter Internasional yang tidak dapat 

mengimbangi perkembangan teknologi dan memerlukan pengembangan aturan 

yang lebih sesuai di masa depan. Menga tur standar hukum tentang penggunaan 

UAV dalam konflik bersenjata serta sangat penting untuk diadakan diskusi 

internasional secara terbuka, termasuk Negara, para ahli dan masyarakat sipil agar 

memastikan bahwakepatuhan terhadap supremasi hukum dan menjaga stabilitas 

internasional dalam setiap penggunaan kekuatan militer sepenuhnya dapat 

mematuhi hukum perang, termasuk Hukum Humaniter Internasional dan Hukum 

Hak Asasi Manusia sebagai praktik yang mapan untuk kepentingan sipil dan 

militer. 

5.2 SARAN  

1. Masa depan penggunaan UAV masih belum jelas. Masalah regulasi khususnya 

merupakan hal yang utama dan cenderung menghasilkan tambal sulam negara 

di mana suatu alat/sarana bisa digunakan. Disatu sisi dalam penggunaan sipil 

merupakan alat/sarana yang cukup tren, canggih dan terjangkau Serta dapat 

merespon suatu bencana dan bantuan kemanusiaan lainnya lebih efektif. 

2. Hukum Humaniter Internasional perlu mengadopsi teknologi ini, atau untuk 

memberikan justifikasi berprinsip dan efektivitas dalam penggunaan yang terus 

meningkat. Risiko penggunaan UAV khususnya dipengaturan konflik lebih 

besar daripada manfaatnya. Manfaat teknologi terus mengimbangi dampak 

kerugian Karena itu harus mengembangkan praktik dan pedoman terbaik dalam 

pengembangan panduan tentang apakah dan bagaimana menggunakannya.  
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3. Dalam mengembangkan kerangka hukum dan peraturan yang mendukung agar 

sesuai standar prosedur, pedoman dan program sertifikasi, serta kekhawatiran 

tentang privasi juga merupakan hambatan utama dalam penggunaanya untuk 

memastikan bahwa penggunaan UAV diakui sebagai praktik yang mapan 

untuk kepentingan sipil maupun militer.  
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